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 ABSTRAK 

Hak dalam konstutsi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilanggar. Hak dan 

keselamatan semua warga negara diatur dan dilindungi oleh undang- undang 

termasuk warga negara yang terlibat suatu tindak pidana. Kepolisian sebagai 

lembaga yang memiliki wewenang melakukan penahanan berpedoman pada 

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan dalam 

melakukan perawatan terhadap tahanan. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kenapa kebijakan menahan Tahanan oleh 

Polresta Banyumas tidak dilakukan di Rutan Kemenkumham dan 

bagaimana perlindungan hak-hak tahanan dalam proses penyidikan tindak 

pidana di Polresta Banyumas Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan 

studi pustaka yang kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan menahan tahanan oleh Polresta 

Banyumas dilakukan atas dasar diskresi (kebijaksanaan) kepolisian yang 

merupakan bagian dari wewenang Kepolisian dalam melakukan penyidikan 

serta didasari pada Peraturan Kapolri. Perlindungan hak tahanan dalam 

proses penyidikan tindak pidana di Polresta Banyumas berupa, Polresta 

Banyumas melakukan penitipan tahanan wanita ke Rutan Kelas II B 

Banyumas.  
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   ABSTRACT 

Rights enshrined in the constitution are inviolable. The rights and safety of 

all citizens, including those involved in criminal acts, are regulated and 

protected by law. The police, as the authority responsible for detention, 

refer to the Chief of Police Regulation Number 4 of 2015 concerning the 

Care of Detainees when managing detainees. Therefore, this research aims 

to understand why the policy of detaining individuals by the Banyumas 

Police Resort is not carried out at the Ministry of Law and Human Rights 

Detention Center, and how the rights of detainees are protected during the 

criminal investigation process at the Banyumas Police Resort. This study 

employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical 

specification. Data collection was conducted through interviews and 

literature studies, followed by qualitative analysis. The results indicate that 

the policy of detaining individuals by the Banyumas Police Resort is based 

on police discretion, which is part of the police's authority in conducting 

investigations, as well as on the Chief of Police Regulation. The protection 

of detainees' rights during the criminal investigation process at the 

Banyumas Police Resort includes the placement of female detainees at the 

Class II B Banyumas Detention Center.  
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